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Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/ 5/22007 tentang 
Pedoman   Umum Penetepan Indikator Kinerja Utara Di Lingkungan Instansi 
Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan 
indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 
Tenggara ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nacional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4721}; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656}, sebagairmana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atac 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547]; Undang-Undang Nomor  
7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614J; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksariaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetepan Indikator Kinerja 
Utara Di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pandayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokraei Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu 
atas laporan kinerja instansi Pemeritah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 



Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/ KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan 
Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 
5/PR.03- i-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja 
dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang 
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum   Kabupaten  Minahasa Tenggara Nomor 125/PR .0 
1.3/ 07/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024; 
 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara 
Nomor :18/PR.03/7107/2021 diatur tentang :  
Penetapan Indikator Kinera Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024. 

 
 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021 
 
 

 


